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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 47/M-DAG/PER/7/2012 
TENTANG 

KETENTUAN EKSPOR PREKURSOR NON FARMASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 
ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor; 

b. bahwa penggunaan Prekursor selain bermanfaat di 
bidang Farmasi dan non Farmasi juga dapat 
disalahgunakan sebagai bahan baku atau bahan 
penolong pembuatan Narkotika dan Psikotropika 
secara gelap; 

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, 
serta dalam rangka mendukung upaya 
memberantas peredaran gelap Narkotika dan 
Psikotropika internasional, perlu mengatur kembali 
ketentuan ekspor Prekursor Non Farmasi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan; 

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 
(Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86); 
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2. Ordonnantie Bahan-Bahan Kimia Berbahaya 
(Staatsblad Tahun 1949 Nomor 377; 

3. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 
tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan 
Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2692); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4661); 

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang 
Pengesahan Convention On Psychotropic Substances 
1971 (Konvensi Psikotropika 1971), (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3657); 
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9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3671); 

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan United Nations Convention Against Illicit 
Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic 
Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Psikotropika, 1988), (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3673); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang 
Pengesahan Convention On The Prohibition Of The 
Development, Production, Stockpiling And Use Of 
Chemical Weapons And On Their Destruction 
(Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, 
Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata 
Kimia Serta Tentang Pemusnahannya), (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3786); 

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817); 

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 
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16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang 
Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3291); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 
tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4153); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 
tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);  

21. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang 
Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri 
Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar 
Negeri; 

22. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1998 tentang 
Pengesahan International Convention on the Safety of 
Life at Sea 1974; 

23. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka 
Indonesia National Single Window; 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.847 5

24. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

25. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

26. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 

27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
917/MENKES/SK/VIII/1997 tentang Jenis 
Prekursor Psikotropika; 

28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
890/MENKES/SK/VIII/1998 tentang Jenis 
Prekursor Narkotika; 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
103/PMK.04/2006 tentang Penggunaan 
Pemberitahuan Pabean Single Administrative 
Document di Pulau Batam, Bintan dan Karimun; 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan 
Di Bidang Ekspor; 

31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin 
Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011; 

32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perdagangan; 

33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-
DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di 
Bidang Ekspor; 
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